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ABSTRAK 
 
Charles Adrianto Saputro. S351408020, PENERAPAN PASAL 264 AYAT 1 
KE 1 KUHP DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK 
PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH 
NOTARIS, TESIS : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan 
hakim didalam memutus bebas dan bersalah terhadap tindakan pidana pemalsuan 
akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 2468 K/PID/2006 dan Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 1014 K/PID/2013 , serta untuk mengetahui bagaimana 
putusan hakim didalam perspektif tugas dan jabatan Notaris. Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dilihat dari sifatnya, maka 
penelitian ini termasuk kedalam sifat penelitian deskriptif. Analisis berdasarkan 
logika deduksi. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan 
pendekatan kasus (Case Approach).  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa yang 
menjadi perbedaan antara keputusan nomor 2468 K/PID/2006 dan 1014 
K/PID/2013  terkait tindak pidana pemalsuan akta otentik adalah terletak pada tata 
cara pembuatan akta otentik itu sendiri, dimana didalam putusan Nomor 1014 
K/PID/2013 Notaris dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana itu tidaklah 
tepat, melainkan seharusnya dikenai sanksi secara perdata dan akta tersebut 
menjadi akta dibawah tangan, dikarenakan unsur terhadap akta otentik tidaklah 
terpenuhi. Putusan nomor 2468/K/PID/2006 Notaris terkait dinyatakan bebas, 
karena notaris tersebut tidak terbukti melakukan pemalsuan akta otentik. Putusan 
Nomor 2468 K/PID/2006 dan 1014 K/PID/2013 Notaris adalah pejabat publik 
yang sah dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik.  
Kurang tepatnya dasar pertimbangan hakim tersebut membuat ketidakadilan 
terhadap Notaris terkait, seharusnya tidak terkena sanksi pidana menjadi terkena 
sanksi pidana. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya apabila tidak taat 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta yang dibuatnya 
hanya akan memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Pemahaman seorang 
Notaris terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama terkait 
kewenangan, kewajiban serta larangan profesi Notaris harus ditingkatkan kembali. 
Hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan peningkatan pemahaman para 
mahasiswa calon Notaris terhadap sanksi hukum pidana khususnya yang terkait 
didalam jabatan seorang Notaris Ikatan Notaris Indonesia dapat memberikan 
perlindungan hukum kepada Notaris baru dengan jalan memberikan penganyoman 
untuk mengadakan lobi-lobi (dalam artian positif) kepada penegak hukum yang 
sedang menyidik Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus 
berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode 
Etik Profesi Notaris. 
  
 Kata kunci : Pemalsuan akta, Sanksi Pidana, Notaris 
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ABSTRACT 
 
Charles Adrianto Saputro. S351408020, APPLICATION OF ARTICLE 264 
PARAGRAPH 1 TO 1 KUHP JUDGE IN DECISION RELATED CRIME 
INFRINGEMENT CASE BY THE AUTHENTIC DEED, THESIS: Notaries 
Program Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
 
This study aims to determine what is the consideration of the judge in 
deciding freely and is guilty of a criminal act of forgery authentic deed performed 
by a Notary in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2468 K / 
PID / 2006 and the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1014 K / 
PID / 2013, and to know how the judge's ruling in the perspective of the duties 
and office of the Notary. This research is a normative legal or doctrinal. Judging 
from its nature, this research included into descriptive nature of the research. The 
analysis is based on logical deduction. Approach legislation (Statue Approach) 
and the approach of the case (Case Approach). 
Based on the results of research and discussion concluded that it is the 
difference between the decision number 2468 K / PID / 2006 and 1014 K / PID / 
2013 related to the crime of falsification of an authentic deed is situated on the 
procedure of making an authentic deed itself, where in the decision No. 1014 K / 
PID / 2013 Notary convicted and subject to criminal sanctions was not right, but 
should be subject to civil penalties and deed becomes deed under hand, because of 
the element of the authentic deed is not met. Decision number 2468 / K / PID / 
2006 Related Notary declared free, because the notary was not proven to have 
forged an authentic deed. Decision No. 2468 K / PID / 2006 and 1014 K / PID / 
2013 Notaries are public officials are legitimate and have the authority to make an 
authentic deed. 
Less precisely the consideration of the judges make the injustice against the 
Notary related to criminal penalties should not be exposed to criminal sanctions. 
Notaries in performing their duties and positions if not obey the laws and 
regulations in force, then the deed which made only going to have the strength of 
evidence under his hand. Understanding of a Notary of the legislation that applies 
primarily related to the authority, obligations and prohibitions Notary profession 
should be scaled back. Another thing that can be done is to increase the 
understanding of the students prospective Notaries to sanction criminal law 
particularly relevant in the office of a Notary Public Notary Association Indonesia 
can provide legal protection to the Notary new way of giving protections to 
conduct lobbying (in the sense of positive) to the police Notary of the law being 
investigated. Notaries in performing their duties and position must hold fast to the 
legislation in force as well as the Notary Code of Professional Ethics. 
  
 Keywords: Counterfeiting deed, Criminal Sanctions, Notary 
 
 
 
  
 
